
KEPTITUSAIT KEPALA KANTOR WILAYAII KEMTI{TERIAIV AGA}TA
PROVI$SI JAWA ?IililUR
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PEMBERIAIT IZIIS PEITDIRIAIT I OPERASIOIIIAL
TEADRASAH TSIAIIIAWTYA}I BATIRIIL ULUM TASGSIL KULOIT

KABUPATEI{ BONDOWOSO
PROVIIITSI JAUIA TIMUR

DTNGAIII RAEIMAT TUTIAIT YANG MAIIA TSA

KEpALA r{AnTOR WITAYAH KEMEIYTERTAil AGAMA PRO\rII{SI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang Lrermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menrrelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
penrlidikan;

bahwa masa berlaku izlr' operasionallpendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirianl operasional madrasah ;

Lrahu'a berdasarkan pertimtrangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a huruf b dan huruf c, periu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang perpanjangan lzin
Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH BAHRUL
ULUh,T TANCSIL KULCN KABUPATEN BONDOWOSO
Provinsi.Iaw? Timur"

lJndang-Undang Nomor' 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (LemLraran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 l{omor 78, Tarnbahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a30ii;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1q
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :15, Tarnbahan
krnbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat : 1.

b.

C"

d"

2.

a\).



?ahun 2008 Nornor 91, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor a86al;

4" Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan {Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor slso)
sebagaimana telah eiiubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan rlan
Penvelenggaraan Pendidikan {lembaran Negara Reputllik
Indonesia Tahun 2010 Nomor llz, Tambahan Lemtraran
Negara Republik Indonesia Nomor 51ST);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahur, ZafiZ
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekotah
Dasar/Madrasah lbtidail'ah, Sekoiah Menengah
Pefiama/Madrasah Tsanawiyah, clan Sekolah Menengah
AtaslMadrasah Aliyah;

{}. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioreal Nomor 1s rahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan a1i
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun ials
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang stanrlar pela,vanaa
Minimal Pendidikan di Kabupal.enf Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Fenyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana
dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2aL6 dengan Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2O13;

8. Keputusal Direktur Jenderai Pendidikan Islam Nomor 13gs
Tahun 2a14 tentang Petunjuk Teknis pendirian Matlrasah
Yang Diselenggarakan oleh Maslrarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SBB5
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

: Rekomenclasi dari
i{ABUPATEN

Kepala Kantor Kernenterian Agama
BONIIOWOSO Nomor:

Memperhatikan

}(d. 1s.6 I 2 I PP "AA.2 I 1834 I 20 16 Tanggal 1 8 April 2O t6;

MEMUTUSKAN :

: KEPUI.USAN KtrPALA KANTOR WILAYAH KtrMENTERIAN AGAMA
TENTANG PBMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPtrRASIONAL
MADRASAII TSANAWIYAI{ BAHRUL UI,UM ?ANGSIL KUI,ON
KAI]UPATEN BOI$DOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KtrTIGA

: h{emberikan perpanjangan izin pend,irian/operasionai madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud. d,aiam Diktum
KBSATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa-rjo
pada tanggal2 Mei 2ALT

KANTOR \I/ILAYAH
AGAMA

I JAWA TIMUR,

o4.*={7
.f-o,Ih*,tn*hl

B^nrufr



LAl\,{PIRAN
KEPUTUSAN KtrPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2556 TAHUN 2OI7.IENTANG

PtrMRtrRIAN iZIN PtrNDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH BAHRUL ULUM
?ANGSIL KULOI{
KABUPATtrN BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDBNTITAS MADRASAI{ YANG DIBtrRiKAN PBRPAN.iANGAN IZIN PtrNDIRIAN

KAN?OR WILAYAH
AG.T\1A

J,{\\-.\ TI\IUR.

1 Nama Madrasah BAHRUL ULUM TANGSIL KULON

2 Nsmor Statistik lVladrasah L21235110A62

?
{,} Alamat Madrasah JL. RI\YA SITUBONDO

DtrSA IUNGSIL KULON

KECAMATAN TtrNGGARANG

KABUPATEN BONDOWOSO

PROVINSI JAWA TIMUR

4 N ama Organisasi Pen_velenggara YAYASAN BAHRUL ULUM TANGSIL KULON

i) Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 1452, HJ. ALIYAH MAHYUDIN
SUFIARMAN, SH. MH.Sp.N.

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasl Penl.elenggara

AHU-68 i 1.AH.01.O4.TAHUN 2013 /
23 OKTOBER 2013
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